AT

BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 71
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2020

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran
Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun Anggaran 2020;

. bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan

sebagai Pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
yang perkembangan dan penyebarannya sangat cepat
sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dalam
pencegahan, penanganan dan penanggulangannya,;

. bahwa dalam upaya pencegahan, penanganan dan

penanggulangan wabah virus corona sebagaimana
dimaksud pada huruf b, telah ditetapkan Status Keadaan
Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pangandaran
berdasarkan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor:
443 /Kpts.87-Huk/2020;

. bahwa berdasarkan ketentuan Angka Romawi V angka 26

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020,
penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan
darurat bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau
pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka
penanggulangan bencana alam/non alam dan/atau
bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang
tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun



Menimbang

—

anggaran sebelumnya, melakukan penggeseran Belanja
Tidak Terduga dan/atau melakukan penjadwalan ulang atas
program dan kegiatan yang kurang mendesak dilaksanakan
dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah
tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran
Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun Anggaran 2020.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5363);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 193);

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan
Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1501 /Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular
Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya
Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 503);
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK/07/2020
tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran
2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 250)

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK/01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi
Novel Coronavirus (2019-nCov) sebagai Penyakit yang Dapat
Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2019 Nomor 16);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2019 Nomor 79);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26
Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2016 Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
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Menetapkan

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 12
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019
Nomor 58);

26. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018 Nomor 58);

27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019
Nomor 71) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Pangandaran Nomot 71 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 9);

28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 83 Tahun 2019
tentang Mekanisme Penundaan Pembayaran Belanja
Langsung Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN

KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR
71 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah
Rp.1.395.046.653.495,00 bertambah sejumlah
Rp.578.455.408.521,00 sehingga menjadi
Rp.1.973.502.062.016,00 dengan rincian sebagai berikut :
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1. Pendapatan:
a. Semula Rp. 1.317.818.114.621,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 578.455.408.521,00

Jumlah Pendapatan setelah  Rp. 1.896.273.523.142,00

Perubahan
2. Belanja :
a. Semula Rp. 1.395.046.653.495,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 578.455.408.521,00
Jumlah Belanja setelah Rp. 1.973.502.062.016,00
Perubahan
Surflus/ (Defisit) setelah Rp. (77.228.538.874,00)
Perubahan

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 79.728.538.874,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 100.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan setelah  Rp. 179.728.538.874,00
Perubahan
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 2.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 100.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah  Rp. 102.500.000.000,00
Perubahan

Jumlah Pembiayaan Bersih Rp. 77.228.538.874,00
setelah Perubahan

Sisa lebih pembiayaan Rp. 0,00
anggaran setelah Perubahan

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dimaksud pada Pasal 1, dirinci lebih lanjut
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati
ini.

Pasal 4
Daftar Penerima Belanja Hibah dimaksud pada Pasal 1, dirinci

lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5

Daftar Penerima Belanja Bantuan Sosial dimaksud pada Pasal
1, dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi

pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI PANGANDARAN,
Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi

pada tanggal 26 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/Cap

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

LY

[y

H+ Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001
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